
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG

PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA

SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO.

8 TAHUN 1949 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 154), SEBAGAI

UNDANG-UNDANG *)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar

Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang

Darurat No. 7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang

Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.

8 tahun 1949 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 154);

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang

Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : a. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957

No. 101);

Dengan …
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-

UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG

PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA

SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH

NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 154)

SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.

7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilya

sebagai tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949

(Lembaran-Negara tahun 1958 No. 154) ditetapkan sebagai

Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal tunggal.

Peraturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949

yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1949 tentang

mengadakan Bintang Gerilya sebagai tanda jasa, diganti dengan

perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I ...
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BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Kepada setiap warga negara Indonesia, yang berjuang dan berbakti

kepada Tanah Air dan Bangsa selama Agresi Belanda ke-I dan ke-II

dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang luar

biasa, dengan tidak mengingat golongan, pangkat, jabatan dan

kedudukan, diberikan anugerah tanda jasa berupa bintang kehormatan

bernama"Bintang Gerilya".

Pasal 2.

(1) Bintang Gerilya berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran,

ialah sebuah bintang bersudut lima dibuat dari baja dengan garis

tengah 42 milimeter dan tengah-tengah di dalam lingkaran dengan

garis tengah 20 milimeter dilukiskan tulisan

"PAHLAWAN-GERILYA" dengan dilingkari rangkaian padi.

(2) Pita dari Bintang Gerilya bercorak seperti dilukiskan dalam daftar

lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan

berwarna dasar merah dengan 3 strip-tegak-putih, lebar 3,5 milimeter

yang membaginya dalam bagian-bagian yang sama.

Pasal 2a.

Kepada mereka yang menurut ketentuan tersebut dalam pasal 1 berhak

menerima Bintang Gerilya dan yang meninggal dunia sebelum bintang

itu dianugerahkan kepadanya, diberikan anugerah termaksud secara

anumerta.

BAB II …
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BAB II.

PEMBERIAN.

Pasal 3.

Bintang Gerilya dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi

berdasarkan usul dari Menteri Pertahanan.

Pasal 4.

Tiap pemberian Bintang Gerilya disertai dengan penyerahan suatu

piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.

Pasal 5.

Penyerahan Bintang Gerilya dilakukan dengan upacara militer menurut

ketentuan Menteri Pertahanan.

Pasal 6.

Tata cara pengusulan dan pemberian Bintang Gerilya ditetapkan oleh

Menteri Pertahanan.

Pasal 7.

Pelaksanaan penyerahan Bintang Gerilya dilakukan oleh Menteri

Pertahanan atau oleh pejabat-pejabat yang ditunjuknya.

BAB III. ...


